BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Alat Bukti

Pada semua tingkat pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan
pemeriksaan disidang pengadilan, diperlukan alat-alat bukti guna
iy hekim dalam mengambil keputusan. Ini berarti alat-alat bukti
gemting  sckali dalam usaha penemuan-penemuan kebenaran atau
usaha menemukan siapakah vang melakukan perbuatan pidana.
Menurut Yan Pramadya puspa, alat bukti adalah apa saja yang
Undang-undang dapat dipakai untuk membukiikan benar atau
2 sesuatu (tuduhan),®

sedangkan R Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat
* miah glat-alat yang ada hubungan dengan suatu kejohatan dimana
tersebut  dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna
keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana
selah dilakukan oleh tertudub.’

Serdasarkan pengertian alat bukti diatas dapat diketahui bahwa
Sekn itu merupakan alat yang dipakai untuk dapat membantu
dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah
tindak pidana, sehingga Ihalu'm memperoleh kevakinan atas

an yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa dia vang bersalah.

* W= Pramadyn Puspa, Kammis Hukum, Aneka, Semarang, 1997, hal 53
" & Asang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung, 1997, hal 57
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A pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain ;
Mstentuan vang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari
Z=n mempertahakan kebenaran. Baik hakim, masing-masing terikat pada
Setentuan fata cara dan alat bukti yang ditentukan undang-undang,
Sekom, penuntut umum, ferdakwa dan penasehat, Hakim tidak boleh
Jefussa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian.
Dulam mempergunakan alat bukti, tidak bolch bertentangan dengan
wmdang-undang. Terutama bagi majelis hakim harus benar-benar sadar
&an cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang
&semukan selama pemeriksaan persidangan,

Maelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan
“Sostubkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti vang
s=lah ditentukan undang-undang secara “limitatif” sebagaimana vang

&sebut dalam Pasal 184 KUHAP,

% samping itu ditinjau dan seg hukum acara pidana sebagaimuna yang

dalam KUHAP telah diatur pula dengan pedoman dan

Femuntul umum bertindak sebagai aparal yang diberi wewenang untuk
mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan vang di
“=iowakannya kepada terdakwa
-  Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan
pedana lah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, Maksutnya surat
penuntut umum bersifat alternatif’ dan dari kenyataan pembuktian
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Speroleh dari persidanpan pengadilan, kesalahan yang terbuki adalah
pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair
sesum dengan kenyataan peristiwa yang dapat dibuktikan. Dalam hal ini
#% &= fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak yang
terdakwa. Serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwakan
Sdak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwakan tindak pidana
s=iah terbukt

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian
suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan
melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak
sedang mencan keadilan. Dapat dilihat b;ahwa hukum pembuktian itu
merupakan suatu bagian dari pada Hukum Acara, karena
aturan-gturan tentang bagaimana berlansungnya suatu perkara
= balom (Law of Procedure).

Adspun tujuan dari pada alat-alat bukti dalam perkara pidana
uentuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu

serientu tentang  fakta-fakta atas nama penilaian tersebut  harus

Al=t bukti diperpunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia
scbagal perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan
pula sebagaiakibat dari perbuatan tersebut vaitu terdapatnya
kepastian ®

A Ssrim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid 1, hal 22
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Arunya yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, sesuatu
samg abstrak.

Dengan  adanya  pembukiian ini maka hakim walaupun tidak
penstiwa  sesungguhnyva, berdasarkan alat-alat bukti itu dapat
kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi, Dengan
hakim dapat memperoleh kepastian tentang fakta-fakta sebagai
penilaian, schimgga akan enrambah keyakinannya tentang fakta-
sebegal dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya
memjatuhakan putusannya

Pembuktian

Menurut ilmu pengetahuan, teori pembuktian itu dapat dibedakan
e cmpal yaitu:

Sestem kevakinan Hakim

| Ses=m pembuktian undang-undang positif

Ssem pembuktian undang-undang vang negatif

‘Sssem pembuktian bebas

Sistem Kevakinan Hakim _
Sistem ini sangai sederhana, karena pembuktian tidak perfu adanya
peraturan dan menyerahkan segala-palanva kepada kebijaksanaan
Sistem ini didasarkan semata-mata atas keyakinan belaka dan
senkat kepada aturan-aturan, hingga keyakinan menurut sistem ini
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& subyeknf dalam menentukan apakah lerdakwa terbukti bersalah
» perbuatan yang didakwakan kepadanya
% dalam sistem ini, h&hm tidak diwajibkan mengengemukakan
hukum yang dipakai dasar putusannya, tetapi bila dalam
itu menyebutkan alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas
alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekiranya
@serima akal. Keyakinan hakim disini tidak didasarkan pada
tctapn didasarkan pada pengalaman belaka,
Demgan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpe didasarkan
alat-alat bukti dalam undang-undang. Terhadap penggunaan
pembuktian yang demikian, R Wirjono Prodjodikoro, merasa
karena didalamnya terkandung suvatu kepercayaan vang terlalu
kepada  ketetapan kesan-kesan pribadi  seoranghakim. Lagipula
putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar nutuk
penelitan 11 sukar untuk dilakukan penelitan bagi hakim
karena tdak dapal mengetahui pertimbangan hakim vang
s kearah tertibnya putusan, Maka lebih baik, bahwa sistem ini
sudah tidak dianut di Indonesia oleh pengadilan dalam
peradilan umum, Disini  beliau memberi contoh bahwa
hakim dilakukan oleh orang-orang, bukan ahli hukum, seperti
peradilan Yuri dan dulu di Indonesia pada pengadilan District
pengadilan Kabupaten.”

& Wiiono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung, 1997_hal 90-91
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(¥eh karena itu sistem ini sekarang tidak dapat diterima dalam
> hukum di Indonesia "
Owlam hal ini, Andi Hamzah, mengatakan bahwa sistem ini
snkan kebebasan kepada kepada hakim terlalu besar. schingga
Sawas: Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit
melakukan pembelaan. Sehingga hakim dapat memidana terdakwa
A=n kevakinannya bahwa ia telah melakukan yang didakwakan.''
Sistem Pembuktinn Menurut Undang-undang Seeara Positif
Dwlam sisiem ini fifik beratnya terletak pada alat-alat bukti tentang
. &semspkan di dalam undang-undang dan dapat digunakan hakim
menentukan salah tidaknya tlerdakwa berdasarkan alat-alat bukti

W alom dalam memutuskan putusan pidana cukup didasarkan pada
‘Sdsknva alat bukt vang ditetapkan dalam undang-undang saja,
adsnya keyakinan hakim,
Sisem  pembuktian yang demikian ini akan meniggalkan nilai
- =an bagi diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga
s memmbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan
karena kurangnva dukungan dalam masvarakat sehingga akabat
vang tdak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang
tercermin dalam pribadi hakim, Oleh sebab itu sistem i tidak
énerapkan di Indonesia. ™

- Sersomo Sutarto, Diktat Hukum Acara Pidana, Jilid 11, FH UNISSULA, Semarang,

A Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 1998, hal 231
 Servoso Sutanio, Op Cithal 33
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Memurut Andi Hamzah, sistem pembuktian berdasarkan Undang-
secara  posiil  (posityf  wettleigk) ini berusaha  untuk
semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat

secara  ketat menurul  peraturan-peraturan  pembuktian  yang

Terhadap sistem ini, R, Wirjono Prodjodikoro menolak untuk

& Indonesia, karena bagaimanakah hakim dapat menstapkan

selain dari dengan menanyakan kepada keyakinannya tentang
Astemaran ity, dan lagi keyakinan hakim jujur dan berpengalaman
= sckali adalah sesuai dengan kevakinan masvarakat.
Tmiam hal ini, beliau memberi contoh, misal: Suatu peraturan
menctapkan, bahwa apabila ada dua orang saksi vyang telah
secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka
mesti menjatuhkan Hukuman pidana terhadap terdakwa, meskipun
#u berkevakinan bahwa, terdakwa adalah tidak berdosa. Dan
apabila syarat berupa dua orang saksi itu tidak dipenuhi,
Salom mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun
berkeyakinan bahwa terdakwalah vang berdosa. "
Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang yang Negatif
Sistem ini menetukan adanya alat-alat bukti vang ditetapkan secara
olch undang-undang dan ditambah dengan kevakinan hakim
¢ &dapat dan adanya alat-alat bukti itu

* Aa Hamzah, Op. Cit, hal 229
* Wisieao Prodjodikoro, Op,Cit, hal 91
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Sasom  baru boleh menyatakan seseorang bersalah bila syarat-
Sukti menurul Undang-undang dapat dipenuhi dan ditambah
kevakinan tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian
sudah cukup bukii yang sah, tetapi hakim tidak vakin
halam vakin tetapi belum cukup, maka hakim belum boleh
an pidana atas dini tersanpka.
Dulam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang
meganf, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda
peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.
#a! 1m dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yaitu : “Hakim tidak
memjatubkan pidana kepada pada seorang, kecuali apabila dengan
va dua alat bukti yang sah 1a memperoleh keyakinan bahwa
.5k mdana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

sasi vang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, ialah -
~ Sewwrmng-kurangnya dua alat buku yang sah
- Tesdakwalah telah bersalah melakukannya
Sats “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, memberikan limitatif pada
‘Seksi yang minimum, yang harus disampaiakn pada acara pembuktian,
yang dikatakan diatas. Sedangkan kata-kata “alat bukti yang sah"
@ wkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui
& wmdang-undang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam
= pembuktian pidana pada umumnya.
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Sistem Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis
Sestemn 1m membuktikan bahwa keyakinan hakim untuk mengambil
tersebut  berdasarkan  pertimbangan akal(pikiran) dan tidak
s=pada alat-alat bukti lainnya, asalkan semuanya itu berlandaskan
vang tetap menurut logika. Sistem ini juga disebut sebagai
emwiction rasionee”."

Je& menurut teori ini, alat-alat bukti dan cara pembuktian tidak

dalam Undang-undang, hal i tidaklah berarti bahwa teor

p Sk mengenalnya. Oleh karena itu, untuk menetapkan kesalahan
hakim hakim mempunyai kebebasan menggunakan alat-alat
& luar Undang-undang di samping keyakinannya dan dapat
g jawabkan secama logka.
Serdasarkan teori pembuktian vang telah penulis uraikan tersebut
makz sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana
adaiah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, hal
Ssowt cilthat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) di
Fasal 183 KUHAP yang berbunyi -
Seom fidak boleh menjatuhkan pidana kepada sescorang kecuali
spubels  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat bukti yang sah
memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-henar
=nad dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannva.

¥ Mesmen Prodiohamidiojo, Sistem Pembuktian Dn Alat-alat Bukti. Ghalia Tndonesia.
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Dlamn penjelasannya dikatakan, bahwa ketentuan ini adalah untuk
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi

Memorst Andi Hamzah, teori pembuktian yang negatif ini,
didasarkan kepada pembuktan yang berganda, vyaitu pada
Undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada
Undang-undang, ™
Lessk m B Wirjono  Prodjidikoro, mengatakan bahwa, untuk
sehaiknya sistem pembuktian ini  harus dipertahankan di
karena pertama memang sudah selavaknya harus ada
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan
Sukuman  pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa
orang, sedang tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa,
Soda apabila ada aturan sedikit banvak mengikat hakim dalam
kevakinannnva, agar supaya ada patokan-patokan lentang
Serus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. Dengan
patokan-patokan  tersebut hakim dalam putusannya terpaksa
alasan-alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal im
adnya kesatuan dalam peradilan dan kepastian hukum
masyarakat.'’
Sswstungan dan sistem pembuktian yang negatif ini adalah hakim

wntuk menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh

= & Hymzah, Op Cil
& W00 Prodjidikoro, Op.Cit, hal9d
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= pahwa sutu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan
tesdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Alat Bukti
Owfam sejarah perkembangan hukum acara pidana di Indonesia
memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan
dalam masalah pembuktian.
Mesurat Pasal 184 KUHAP menvebutkan:
bukty yang sah ialah:
Kzserangan saksi
Keserangan ahli
Sera:
Femmyuk
Kezteramgam terdakwa

- Sesobungan dengan itu, timbul svatu pertanyaan apakah syaratnya

a= pembuktian yang dan diakw oleh KUHAP, mempunyai
pembuktian menurnt Undang-undang?

~ Menguratkan alat-alat bukt Pasal 184 KUHAP

Meserangan saksi

Pemgernan umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal

Bumr 27, vang berbunyi: “Keterangan saksi adalah salah satu alat

Ssfam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai



perstiwa pidana vaog ia dengar sendin, ia lihat sendiri dan ia
1 dengan menyebut alasan dan pengetahuan jtu”,

Sedanghan pengertian keterngan saksi sebagai alat bukti tercantum

Fasal 185 ayat (1) sebagai berikut: “Keterangan saksi sebagai alat
et spa vang saksi katakan disidang pengadilan”

Own keterangan Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
saks adalah alat bukti dalam suatu perkara pidana bila
dalam persidangan mengenai sualu peristiwa pidana vang ia
semdin,  dengar sendiri, alami sendiridengan syarat ia  harus
alasan dan pengetahuannya itu,

Walsupun  demikian tidak setiap orang dapat didengar untuk
keterangannya dan ada juga yang dapat mengundurkan diri
saksi ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 16, yang
# schagal berikut: kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ndak dapat didengar keterangannva dan dapal mengundurkan
¢ saksi:

sedarah atau semenda atau garis lurus keatas atan kebawah

¢ derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai

dari ferdakwa atau yang bersama-sama schagai terdakwa,

tbu atau saudara bapak. juga mercka yang mempunyai

kama perkawinan dan anak-anak terdakwa sampai derajat
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atzu  istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau vang

sebagai terdakwa,

Fasal 170 KUHAP disebutkan bahwa:

vang karena pekerjaannya harkal martabat atau jabatannya

@waibkan menyimpan rahasia. dapat meminta dibebaskan dari

Sewaoban  untuk  memberikan  keterangan sebagai  saksi, yaitu

emmang hal vang dipercaya kepada mereka.

persetujuan  sebagaimana dimaksut dalam ayat(1).mercka

Sperbolehkan memberikan keteranpan tanpa sumpah,

hal ini, Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 14

TS Nomor: 28/K/Ki/1972 menyebutkan bahwa, istri yang dari

wdak dapat dijadikan saksi yang bersumpah.™

Sedangkan  terhadap Pasal 170 KUHAP, Andi Hamzah

nka mercka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa olch

¢ (Meh kama itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus
rahasia  jabatan atau karena martabaltnya merupakan

relatif

Sehcbungan dengan dimungkinkan adanya keterangan saksi tanpa

makz hal ini berlaku juga terhadap Pasal 171 KUHAP yang

* Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah :

& Disman Samosir, Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, Bina Cipta, 1998, hal

Mt Haszah, Op Cit hal 239
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% sang umunya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah

sskit ingatan atan sakit jiwa meskipun kadang-kadang
baik kembali.

ada hubungan kcluarga, baik karena pertalian darah atau karena
dengan terdakwa

M= kesaksian yang diberikan dalam persidangan dapat dipakai

_ o=t bukti, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu;

formal dan

matenil

Swsarat Formal

Mesgenal syarat im tercantum dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP,

Serbunyi, “Sebelum  memeberi  keterangan, saksi,  wajib

sumpah atau janji menurut cara agamnya masing-

2 1a akan memberikan keterangan yang sebenarnya tdak

same sehenarnya’.

Sesvumpahan  semacam  ini disebut sumpah secara promissoris,

sumpah yang diberikan atau diucapkan sebelum memberikan

dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya.””

Makna dari sumpah untuk menunjukan apa yang disampaikannya

diketahuinya dengan baik dalam arti  menvaksikan,

, atau mengetahui sendiri tentang peristiwanya,”’

Sesimo Mertokusuma, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998,
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Swmat Materul
svarat inl tercantum dalam Pasal | butir 27 jo. Pasal 185 ayat(1)
S4® yang berbunyi: “Keterangan saksi sebagai alat bukti apabila
tersebul  dinyatakan i sidang  pengadilan mengenai  suatu
pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.
Demgen demikian, keterangan saksi yang di dasarkan pada apa
denmgar sendiri, 1@ lihat sendiri dan alami sendiri, tidak dapat
scbagar alat pembuktian yang sah. Im berarti suatu kesaksian
dari orang lain (festionfurn de auditiy), tidak diakui oleh
ng sebagai alat pembuktian yang sah,
‘Walsupun  demikian Hoge Read pemah mempergunakan
de aditu sebagm alat pembuktian yang sah untuk
> alatalat bukti vang lain, scbagai contoh, A menikam pisau
2 dan A kemudian melarikan diri. B berteriak minta tolong, dan
Cdan D, tetapi A sudah tidak ada. B menerangkan pada C
Jeemtang kejadiannya. Dalam hal ini maka Cdan D memberikan
de auditu, meskipun demikian Hoge Read mengangeap
s C dan D sebagai alat pembuktian vang sah®
~Dw=am hal i Andi Hamzah, mengatakan bahwa sesuai dangan
KUHAP  yang menyatakan kesaksian de auditu  tidak

an sebagai alat bulkti, dan selaras pula dengan tujuan hukum

Wabvu Affandi, Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997

Sesomo Sutarto, Op,Cit, Hal 39
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gaisns vaifu  mencari  kebeparan matenal, dan  pula  untuk
hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seseorang saksi
mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya,

de auditu atau hearsay aidance patut tidak dipakai di

 Saman demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh
waizupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi
memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat
X o dain
Weserangun semacam i tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang
kezjadian . Larangan ini baik, bahkan sudah semestinva,
s harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan
mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian
mi tidak selalu dapat disampingkan begitu saja mungkin
%al pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat
uniuk  penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap
=
. E=terangan ahli
% dalam Pasal, 184 KUHP ada sarana pembuktian yang apak
pmes dengan apa yang terdapat dalam HIR yaitu dimasukkannya
ahli sebagai alat pembuktian yang sah, vang mana hal iiu

j sedspat dalam HIR

" e Famzah, Op,Cil. Hal 242
Prajodikorn, Op,Cit. Hal 98
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=men umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1
KUHAP, vang berbunyi: “Keterangan ahli adalah keterangan
wexiian oleh sescorang vang dimiliki keahlian khusus tentang
d@iperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
pemeriksaan”.

pada perumusan Pasal 1 butir 28 tersebut diatas, maka ada
¢ seoe mempunyai kedudukan khusus, jalah para ahli. Dan ini
dak sebagan

Deskundige)

h i hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu
vang dinvatakan kepadanya tanpa melakukan suatu
» Contohnya adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit
vang minia pendapainya tentang obat “A”, vang
1 dapat menimbulkan abortus atau tidak,

2 Abb (gewige deskundige)

= ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam™ melakukan
dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter
kan pemeriksaan mayat.

a8 12 menjadi saksi, karcna menyaksikan barang bukti itu dan
: menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang
@ ke=mstian korban,”

o Satarto, Op, Cit, hal. 40
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Dasgan pengertian  keterangan ahli sebagai alat bukti tercantum
Pasal 186 KUHAP yang berbunyi; “Keterangan ahli ialah apa
me seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”.

Dwlam penjelasannya dikatakan, bahwa keterangan ahli ini dapat
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh peyidik atau
umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat
mengingal sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
ka2 hal itu 1u tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh
W&k atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta

memberikan  keterangan dan  dicatat dalam berita acara

Keterangan tersebut  diberikan setelah ia mengucapkan sumpah
w=e anyl dihadapan hakim. Diangkatnya keterangan ahli sebapgai alat
Sukn vang sah/lengkap di dalam KUHAP merupakan suatu realisasi dan
Sompnan vang sudah diajukan tahun 1998, sewaktu diadakan ceramah
mesgenal visum et repertum sespimpol, yang antara lain memyimpulkan;
Swbws  perundang-undangan  kita vang sekarang berlaku vyaitu HIR
- mengandung kekurangan-kekurangan tentang keterangan ahli ini, sehinga
sarenanya perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi
modem, yang dapat mengangkat keterangan ahli ini memjadi alat bukt
vang sah (kecuali visum et repertum yang olch undang-undang memang
sudah ditennma sebagai alat yang sah).
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% dalam perundang-undangan vang baru nanti, supaya ketentuan-
tentang  keterangan ahli itu  dirumuskan secara lengkap
, pemenksaan pedahuluan maupun persidangan.”
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan, bahwa keterangan vyang
oleh scorang ahli tidak hanya didalam persidangan, tetapi
Juga diberikan di luar persidangan, Untuk keterangan barang bukti
@alam sidang pengadilan oleh ahli disusun laporan tertulis, vang
dengan sebutan visum et repertum.
D¢ dalam prakick peradilan, keteramgam ahli yang berupa visum
& meperium hanya dapat digunakan untuk memberi penerangan kepada
Swiom. dan  hakim sama sckali tidak terikat atau tidak ada kewajiban
_‘ tirut pada keterangan itu, jika kevakinannya bertentanagan,
SBegitu schaliknya, jika 1si dan kesimpulan (pendapat ahli) disetujui
S diterima hakim, dianggap sebagai pendapat ahli lagi. Artinya, jika
Swiom berpendapat sama, maka ia mengambil alih pendapat tersebut dan
menadi pendapat hakim. Jadi terserah kepada hakim, apakah visum et
sepertum itu diterima atau fidak,”
Undang-undang hukum acara pidana sebagai suatu undang-undang
sasg baru memiliki ketentuan vang baru, jika dibandingkan dengan
Fakum acara pidana yang lama. Salah satu diantaranya ialah keterangan
ahli sehagai bukti yang sah.

= Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakaria, 1996, hal, 69-70
Eamhug Pornomo, Crrienteasi Hukum Acara Pidona [ndomesia, Armata Bulu,
1995, hal 32
“ Hermin Hadiati Koeswadii, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan
. Sinar Wijava, Surabava, 1999, hal 82
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Alst Bukti Surat

Yang dimaksut dengsn surat-surat adalah segala sesuatu yang
tanda-tanda baca vyang dapat dimengerti, dimaksut
s pikiran.”

f:ta telah mengenal berbagai macam surat dan dalam Hukum
Perdata dibagi dalam tiga kelompok yaito akie otentik, akte
tangan dan surat biasa’’

Akte dibawah tangan dan surat biasa dapat digolongkan sebagai
e umum, sedangkan akte otentik masuk surat istimewa Di dalam
Scars Perdata kekuatan pembuktan dan  akie otentik itu  bersifat
memokal  hakim, karena hakim perdata harus menganggap sesuatu hal
S=tuku oleh akte otentik kecuali jika ada kontra bukti  yang
- melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akie itu

Berbeda dengan sikap hakim pidana adalah lain artinva bagi
Sskim pidana tidak ada alat bukti satupun vang akan mengikat hakim
semtang kekuatan pembuktian, kecuali kalau dia vakin akan kesalahan
serdakowa.  Jadi hakim  pidana  tidak  boleh secara  serampangan
menyampingkan begitu saja suatu akte otentik sebagai bukti melainkan
Sarus ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan itu, maka surat keterangan dari orang-orang
ahl. bila dibuat atas sumpah cukup dibacakan dimuka hakim.

= Andi Hamzah, Op, Cit, hal 253
" R Subekti, Hukum Pembuktiam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal28
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pks tdak perlu tidak wusah dipanggil dimuka sidang
=
Andi  Hamzah, Sural dibawah tangan ini  masih
¢ milai jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian
¢ ‘= Scbagai contoh, adalah keterangan saksi vang menerangkan
w2 (saksi) elah menyerahkan vang kepada terdakwa.

Walsupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut dengan
swrst berupa kwitansi yang ada hubungannya dengan keterangan
tentang  pemberian  uvang kepada terdakwa, cukup sebagai

il .

Sesuai denpan Pasal 183 KUHAP, vang berbunyi: “Hakim tidak
menjatuhkan pidana kepada sesecorang, kecuahi apabila sckurang-
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
sess undak pidana benur-benar ferjadi dan bahwa terdakwalah vang
‘Sersalah melakukannya”™ Dan Pasal 187 butir d, berbunyi: “Surat yang
Semye dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat
pembuktian yang lain™,

Schubungan dengan hal itw, masih dimungkinkan adanya surat-
swrat bukti lain yang juga mempunyai arii dalam pembuktian yaitu
surat yang berasal atau dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa,

Jika terdakwa mengakui surat tersebut maka akan membantu

mempermudah pemeriksaan perkira. Tetapi hal ini tidak berarti apabila

= R.Soesilo, Hukum Acara Pidana, Polites, Bogor, 1995, hal 137
* Andi Hamzah, Loc. Cir,
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Cwmsebut digkui oleh  terdakwa, hakim memutus  bahwa ia

bersalah.

Alst Bukti Petunjuk

Pk sebagai alat bukti , dicantumkan dalam Pasal 188 avat |
yang berbunyi: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang

meupun dengan tindak pidana itu sendin, menandakan bahwa telah

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat 2. petunjuk hanya dapat
a Keterangan saksi

b Surat

¢ Keterangan terdakwa

Dan ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa petunjuk

%= merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena dalam mengambil

Gesmpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat

‘ekn lainnya dan memilih yang ada penyesuaiannya satu sama lain.

Dengan  demikian hakim itu tidak harus terkat dengan segala

Swkti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan, seperti halnya

“emgan petunjuk tersebut Jadi adanva petunjuk itu dapat diperoleh dari

k=terangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.”

** Andi Hamzah, Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP don Komentar, Ghalia,
A Agustis 195, hal. 263
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Andi Hamzah, pantaslah kalau alat bukti petunjuk itu

¢ Semgan alat bukti pengamatan oleh hakim ™ seperti halnya
Usdang-undang Mahkamah Agung WNo.l tahun 1950 dan

Strafvoerdering.

S i terlihat pada Pasal 188 ayat 3 KUHAP yang berbunyi:
wan ams kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setip
terentu dilakukan oleh hakim dengan anf lag  bijaksana,
/2 mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
dengan hati nuraninya™,

Sehubungan dengan itu, persoalaan yang ada #u diserahkan
hakim, schingga menjadi sama dengan pengamatan hakim
s alat bukti. Yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen warrneming
secheer) harus  dilakukan selama sidang, apa vang telah dijadikan
pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau penstiwa itu diketahui
umum. Untuk mendapatkan petunjuk hakim dapat memperoleh melalui:
Saksi-saksi

Surat-surat

Pemeriksaan atau penglihatan hakim sendini

Pengakuan oleh terdakwa sendiri, biarpun tidak dimuka hakim

Menurut para ahli ilmu pengetzhuan hukum acara pidana, petunjuk
Sangeap bukan alat pembuktian, sebab menurut ilmu pengetahuan hukum

scara pidana petunjuk dianggap kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang

* Andi Hamzah, Op. Cit, hal 254
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apa, kejadian atau keadaan apa. Sehingga alat bukti petumjuk
&engan alat bukti pengamatan olch hakim.

Keterangan Terdakwa
Alst bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur didalam

W 5AP adalah keterangan terdakwa. Dan ini dapat dilihat dalam Pasal
8 mat | KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Keterangan adalah apa
wwmg dmyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya
e vang diketahuinya sendiri atau vang dialaminva sendiri”,

Agar keterangan terdakwa itu dapat dipergunakan secbagai alat
Sukn wvang sah, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain
sebasai berikut

I Diberikan dimuka hakim

- Ihberikan dengan bebas dan atas kehendak sendiri

S Dnsertai dengan pemberi tahuan tertentu dan seksama tentang hal
thwal vang diketahui baik dari kelerangan orang yang menjadi
korban kejahatan maupun dari alat bukti yang lain yang cocok
dengan keterangan itu,”

Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti
harus dinvatakan disisidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang
dibenikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan
bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat yang

sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

" R Soesilo, kedhcukan Hakim Jaksa, Jakse pembantu, dan penyidic, (dalam
1an perkara sebagai penegak Hukum), politea, Bogor, 1998, hal 106
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terdakwa hanya dapat digunakan wntuk dinnyva sendiri
ferdakwa  saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
Sersalah melakukan  perbuatan vang didakwakan kepadanya,
harus dinilai dengan alat bukti yang sah.

Memgenai  keterangan  terdakwa  dikatakan bahwa  keterangan
terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendin. Ketentuan ini
Sakekatnya adalah suatu yang memanp telah menjadi dasar dalam
Hukum Acara Pidana, juga bagi Pengadilan Negeri. Prakieknya
senantiasa keterangan seorang terdakwa  lain yang bermacam-
dengannya diperiksa dalam suatu perkara ™

Sedangkan didalam ayat 2 dan Pasal 189 KUHAP disebutkan
~Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang  dapat
untuk  membantu menemukan bukti disidang, asalkan
Sesssangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
memgena hal yang didakwakan kepadanya™.

Maksud dan Pasal terschut, adalah pengakuan yang diberikan
we=lakwa baik secara lisan atan tertulis didepan penyidik merupakan
Skt petunjuk atas kesalaban terdakwa . selanjutnya ayat 4 berbunyi:
“Keterangan lerdakwa sﬁja cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan vang didakwakan kepadanya, melainkan harus
Zisertai dengan alal bukti vang lain™

" H Haris, Pembaharnan Hukum Acara Pidana Yang Terdapar Dalam HIR, Bina
Bandung, 1998, hal, 98,
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Sesarti untuk dapat menetukan kesalahan terdakwa tidak cukup
% Seserangan dan terdakwa tetapi harus disertal dengan alat bukti
“en Dengan demikian dapat diketahui bahwa denpan
keterangan terdakwa scbapgai alat bukti, maksutnya untuk
perlindungan kepada terdakwa agar di dalam pemeriksaan
pengadilan lidak dipaksa untuk mengaku atas perbuatan vang
atau dengan kata lainadanya perlindungan terhadap
yang dipaksa.

Nemun didalam praktek peradilan pidana, maka sering terjadi
mengarahkan  pemeriksaan  terutama  untuk  mendapatkan
dari  terdakwa. Hal ini dilakukan karena t(ujuan dan
terdakwa yang mengaku itu memudahkan cara penyelesaian
perkara.”

Di dalam KUHAP Pasal 189 tidak ditentukan bahwa keterangan itu
“spet terjadi di muka persidangan maupun dilakukan oleh terdakwa di luar
w=ng Perbedaan antara keterangan terdakwa di dalam sidang dan di luar
=dang adalah beda sekali. Kalau keterangan terdakwa dilakukan di dalam
ssfang tentang perbuatan yang 1a lakukan, atau yang ia lakukan sendiri atau
alami sendiri, merupakan satu bukti yang berdiri sendiri walupun untuk
menyatakan terdakwa bersalah masih diperlukan disertai dengan bukti yang
lzin. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

* P. Bambang Siswoyo, Kementar Sekitar KUHAP, CV, Mayasari, Solo, 1998, hal 37.
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terdakwa di luar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti lain
@an demikian unfuk inipun menyatakan terhadap diri terdakwa
m=lakukan tindak pidana tersebut masih diperlukan diseriai dengan
fain ¥

Maemz keterangan terdakwa dapat dijadikan scbagai alat bukt
hakim mendengarkan semua keterangan terdakwa vang diberikan
persidangan baik vang mengenai penyangkalan, pengakuan ataupun
sehagian dari perbuatan atau keadaan.

Jac keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang
perbuatan apa yang dilakukannya disertai dengan keterangan dan
iertentu. Maksutnya agar kelerangan terdakwa didepan sidang

harus  diserta  cara-cara bagaimana ia  melakukan

Hukum yang diatur dalam KUHAP maupun KUHP berbeda dengan
ke Islam vaitu diatur kitab suci Al-qur’an vang dipercayai orang muslim
wamg diciptakan Allah untuk orang muslim melalui para nabi, yurisprudensi
Meshim Qur'an memuat 37 ayat yang berbicara mengenai penghukuman-
penghukuman yang dijatuhkan karena: mengganggu kedamaian, perampokan,
pembunuhan, melukai tubuh. pencurian, perzinahan, perkosaan dan dugaan
acanya perzinahan. Berdasarkan ayat-ayat ini dan referensi hidup Muhammad
‘Sunnah), ke-lima mazhab yurisprudensi telah mengembangkan schuah

sistem hukum kriminal sebelum abad pertengahan. Terhadap kejahatan,

* Abdurahman, Pembaruan Hiukum Acara Pidana dan [fukum Acara Pidana Bary &
a, Alymoi, Bandung, 1999, hal 100
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hubungan sebelum pernikahan dan perzinahan dipandang scbagai
vang jauh lebih berat daripada pembunuhan atau pencurian.
Wetuka wbuh dan membayar uang darah ditangani secara lebih teliti
dengan pembunuhan atau berpaling dari Islam. Islam tidak
mesmshamn dirinya sebagai agama anugerah, agama kasih dan yang tidak
mementingkan din sendiri, namun scbagai agama yang berdasar pada hukum
Seamah  Islam  tdak ingin  mempertajam hali nurani  orang  atau
wmemenniahkan pengampunan dosa, namun hendak memberlakukan hukum
wang berdasarkan pada retribusi.

Islam dapat mencapai kekuatan penuhnya hanya jika pada saat vang
sama Islam adalah agama dan juga negara. Hukum islami mewajibkan pihak-
ssak vang berotoritas untuk memberlakukan hukum Islam. Islam dalam
Sentuk yvang sepenuhnya haruslah berupa agama negara atau sebuah negara
seng religius. Qur'an menginspirasi kaum fundamentalis Islam untuk
mengklaim bahwa bersembahyang, berpuasa. membayar zakat, ibadah haji
&s=n berjuang demi Allah bukanlah Islam seutuhnya. Ini hanya bisa
&realisasikan ketika  keputusan-keputusan  dan  hukuman-hukuman
Siaksanakan dengan ketat Isiam berdasarkan pada takut kepada Allah dan
Sukuman-hukumanNya. Beberapa Muslim menyebut hukum retribusi (gisas)
schagai Syariah yang sebenammya atau clemen utama Syanah. Qur'an
menyatakan: Penghukuman (gisas) adalah hidupmu! (Sura 2:129) Mazhab-
mazhab hukum Islam membagi berbagai penghukuman ke dalam tiga
katepor:
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vang berat (hudud)

Femghukuman-penghukuman yang berat didaftarkan dengan terperinci
Owran sebagai wahyu Allah dan dipandang scbagai kewajiban vang
Sspat dihindari. Hukuman berat dijatubkan atas serangan terhadap
cemikian pula hubungan seks sebelum pernikahan, perzinahan,

penghinaan dan pencurian.

retribusi (gisas)

Hukuman retribusi  dijatuhkan pada pembunuhan, bunuh diri,
juga melukai tubuh, Dapat berupa retribusi lerhadup kejahatan

atau membayar uang darah sebagai hukuman pengganti.

ndakan pendisiplinan (ta’zir)

Tindakan-tindakan pendisiplinan tidak dimuat dalam Qur'an dan
merupekan keputusan para hakim pada masa-masa awal [slam. Dewasa ini
mesmre-negara [slam  menetapkan penghukuman-penghukuman juga atas
Aoehatan-kejahatan  ini.  Penghukuman seperti  itu  umumnya tidak
Sdskusikan oleh mazhab-mazhab yurisprudensi.

kasus khuosus

Berpaling dari Islam atau minum alkohol ditempatkan pada salah satu
Sani ketiga kategori  diatas oleh berbagai mazhab. Qur'an sangat

memperhatikan  penghukuman yang berat dan hukum retribusi. Namun
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para pengacara yang terlalu memperhatikan hal-hal yang sepele
memjadt sulit untuk membuktikan bahwa svatu tindak kejahatan
&lakukan dan mendorong argumen-argumen keras, sehingga
yang lebih berat lagi tidak dapat diberlakukan dengan ringan.
» kzum fundamentalis di Algenia, Indonesia, Afghanistan dan Chechnya
bahwa hukum Allah harus diterapkan dengan tidak bermurah hati.

n vang herat (hudud)

karena mengganggu kedamaian

Sesungguhnya pembalasan (jaza’) terhadap orang-orang yang
memerangt Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
“Samvalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mercka
@engan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannva). Yang
@emukian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di

wxmirat mereka beroleh siksaan (“adhab) yang besar (Sura 5:33)

Segera setelah dua saksi Muslim yang dapat dipercayai bersaksi
mengenai salah satu dan dua tindakan yang disebutkan di atas, hakim akan
menjatuhkan salah satu dari hukuman-hukuman berikut ini, berdasarkan
keputusannya sendiri:

2) Mengeksekusi orang yang menghasul. Ini dapat dilakukan dengan hukum
tembak, gantung, pemenggalan. sambil para teroris menyeret si penghasut di

belakang kendaraan yang sedang bergerak sampai ia mati.  Kaum
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kadangkala memotong orang vang dihukum itu menjadi

gan kecil.

Semvalibkan orang vang bersalah, Di Iran orang yang disalibkan tidak
& salib tapi ditkat disana (§ 195). Ia tidak akan bertahan di salib lebih
* og= han Jika setelah tiga hari ia belum mati juga, maka ia akan
dari salib dan dibebaskan. Qur'an dengan tegas menvangkali
Yesus (Sura 4:157) tapi memerintahkan penyaliban orang-orang

wamg memerangi Allah!

& Memotong tangan kanan dan kaki kiri penjahat adalah pilihan lainnya

“wmg dapat diambil oleh hakim sebagai penghukuman.

& Dibuang dari sebuah negara Islam adalah sebuah hukuman vang diberikan

Sepada orang-orang asing vang kedutaannya.

& Hukuman berat dalam neraka selamanya menanti semua orang vang yang
menentang Allah dan Muhammad, atau yang berusaha untuk menganggap

semeh sebuah negara Islam.
ukuman untuk perzinahan dan hubungan sebelum pernikahan

Banyak ahli hukum Islam menganggap kesucian seksual schelum
pernikahan dan kesetiaan di dalam pemikahan, Hukuman untuk perzinahan,
fubungan scks sebelum pernikahan, homoseksualitas, lesbian dan menjajakan

seks akan dihukum dengan sangat keras dan dimaksudkan untuk menjadi
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kepada publik. Perempuan vang berzing dan laki-laki yang
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. dan
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
) agama Allah, jika kamu benman kepada Allah, dan hari
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
dari orang-orang beriman (Sura 24.2). Para budak perempuan
mendapatkan hukum cambuk separuh dari yang diterima wanita

jika perzinahan itu terbukti (Sura 4:25),

Den (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian
wpeivia mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-
‘wamia itu) dalam rumah sampai mercka menemui ajalnya, atau sampai Allah
memben jalan yang lain kepadanva (Sura 4:15), jika keduanya bertobat dan
~memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha
Femerima tobat lagi Maha Penyavang (Sura 4:16)

Berdasarkan sumber-sumber ini, hukuman-hukuman berikut telah
Ssatuhkan terhadap pelanggaran seksual di [ran:

ksekusi seorang pezinah

Ini dapat dilaksanakan apabila seseorang mempunyui hubungan seksual
dengan seorang kerabat, yang dilarang dalam Qur’an (terutama dengan istri-

wsiri ayahnya!) (Sura 4:22-23). Apabila scorang non Muslim ( Yahudi, Kristen,
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% at=u ateis) tidur dengan seorang wanita Muslim. Dalam kasus

(§ 82) Kedua belah pihak dalam sebuah hubungan homoseksual
& hukum mat jika keduanva adalah orang dewasa dan berpikiran waras
S5-112). Hakim memilih moda eksekusi setelah mengevaluasi si

(§ 110). Ttu dapat berupa hukum tembak, gantung, pemenggalan
e bentuk eksekusi lainnya.

rajam batu bagi pria dan wanita yang berzinah

Imi akan dilaksanakan apabila salah satu (atau keduanya) telah menikah
“mutnm) dan mempunyai pasangan yang subur dan sehat (§ 83). Jika seorang
Pre s atau wanita tua mempunyai hubungan seksual di luar pernikahan,
mereka harus dicambuk sebelum mereka dilempari dengan batu (§ 94).
Felemparan batu dilakukan dengan mengubur si pezinah (pria) hingga ke
pmezgangnya dan si wanita dikubur hingga ke dadanya (§ 102), batu-batu
sang digunakan tidak boleh terlalu besar agar si terhukum tidak cepat mati,
mamun juga tidak boleh terlalu kecil schingga tidak dapat membunuh orang
wu (5 104), Jika si terhukum dieksekusi karena pengakuannya sendiri, hakim
Sarus melemparkan batu yang pertama. Tapi jika 1a diserahkan oleh saksi
mata, maka para saksi mata itu harus melemparkan batu yang pertama, dan

disusul oleh hakim (§ 99),

Wanita yang hamil atau masih menyusui yang melakukan perzinahan,

tidak boleh dihukum rajam batu hingga anaknya sudsh lahir dan disapih (§
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J%= scorang suami atau istri berzinah ketika sedang melakukan

atau dalam penjara maka mereka tidak dirajam batu (§ 86).
cambuk
Dilaksanakan di Iran terhadap hubungan-hubungan seksual antara:

Seorang pria vang belum menikah dengan seorang wanita vang belum

memikah, dicambuk 100 kali (§ 88).

1% kali cambukan untuk dua orang pria yang bercumbu tanpa melakukan

persctubuhan (§ 121),

Hukuman untuk pasangan lesbian juga 100 cambukan bagi tiap orang (§
£29).

- Dua pnia vang berbaring telanjang di bawah selimut tanpa alasan vang

Jelas, menerima kurang dari 100 kali cambukan (§ 123). Hal vang sama
Juza herlaku untuk wanita (§ 134),
Harangsiapa menawarkan pada dua orang untuk melakukan hubungan
seksual vang dilarang, orang yang dituduh melakukan bujuk rayu itu akan
menenma 75 cambukan (§ 135-138).

= Dua anak laki-laki yang masih di bawah umur menerima kurang dari 74

cambukan apabila melakukan hubungan homoseksual (§ 74).
« Jika seorang pria mencium pria lain dengan hasrat, maka ia harus diberi
kurang dari 60 cambukan (§ 124)

man untuk pencurian
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Samva ada satu ayat dalam Qur’an yang menetapkan hukuman untuk
- Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong
keduanya (scbagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjukan dan
. siksaan dari Allah, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
Sarangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan
itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnva Allah menerima

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

RETRIBUSI

i atau balas dendam telah ditakdirkan

Semua tndak kriminal dan kecelakaan lalu lintas vang menyebabkan
et terluka atau kematian, berada di bawah hukum retribusi. Segera setelah
st tercurah, perbuatan dihukum dengan cara yang berbeda dani hukuman-

Susuman terhadap kejahatan biasa.

Hukuman untuk pembunuhan, bunuh diri dan melukai tubuh tdak
Smaksudkan untuk merehabilitasi si penjahat namun langsung mengadakan
s==mibusi dan balas dendam seperti yang dipermntahkan Allah. Maka, tindakan
tw'as dendam bukan hanva reaksi emosional atau tindakan membela
s=hormatan klan, melainkan dimengerti sehagai sebuah kewajiban yang telah
Siskdirkan sejak kekekalan, yang harus digenapi. Orang vang tidak

melakukan penebusan darah akan menjadi pihak vang bersalah, seperii dalam



Musa: tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan (Ibrani

mata, gigi ganti gigi

ur’an memeriniahkan retribusi vang setimpal dengan kerugian yang
seseorang atau suatu kelompok, Rusa sukit dan penderitaan tidak
letnh besar dalam tindakan balas dendam dibandingkan dengan luka
pembunuhan vang telah dilakukan, dan juga tidak boleh lebih ringan dan
atau bunuh diri. Hukum retribusi yang mendasar adalah: “Tepat
setara” (= setimpal) dengan kejahatan yang telah dilakukan! Retribusi
Serws dilakukan sekali, tidak setengah-setengah: Bulan haram dengan bulan

Sweem dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas,
berkenaan dengan membunuh orang Muslim!

Siapapun yang membaca Qur'an akan menemukan beberapa bagian
svang melarang Mushim untuk membunuh sesamanya orang Muslim.
Severapa diantara ayat ini, dipilih oleh para pengacara Syarigh untuk
menentukan hukuman retribusi, yaitu sebagai berikut: Dan tidak layak bagi
scorang mukmin mem’tlmnuh mukmin (yang lain), kecuali karena tidak
Sersalah (tidak senguja)...(Sura 4:92a). Barangsiapa yang membunuh seorang
mukmin dengan sengaja. maka balasannya adalah Jahunam, kekal 1a di
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan
azab yang besar baginya (Sura 4:93), Dan janganlah kamu membunuh
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sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan
berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami
skan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah

Bagi Allah (Sura 4:29-30).

untuk cedera dan kehilangan lengan

Retribusi dan pembalasan berdarah tidak hanya berkaitan dengan
si korban tapi juga orang vang cedera, apakah itu disengaja maupun
kecelakaan. Segera selelah darah tercurah maka retribusi harus terjadi,
Kami telah tetapkan bagi mercka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
elinga, gigi dengan gigl, dan luka-luka (pun) ada kisasnya
Samngsiapa vang melepaskan (hak kisas)nya. maka melepaskan hak itu

\memiadi) pencbus dosa baginva  (Sura 5:45).

Sejalan dengan hukum dasar ini, hukum kriminal Iran berbunyi:
Apabila lengan seseorang dipotong dengan sengaja atau ada yang cedera
%arena disengaja atau karena Kesalahan, ia akan memperoleh hak dan
penguasa untuk menuntut cedera yang persis sama agar dialami oleh orang
yang felah mencederainys sebagai retribusi. Tangan yang dipotong harus
mempunyal kondisi yang sama persis, demikian pula dengan posisi awal saat
f=ngan 1tu dipotong.

bayar uang darah alih-alih retribusi
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e ndak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
Jem). kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa
seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan
hamba sahaya yang beriman serta membavar diat yang diserahkan
ksluarganya (s1 terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
. Jika ia (si terbunuh) dar kaum yang memusuhimu, padahal ia
maka (hendaklah si pembunuh) memerdckalkan hamba sahava yang
Jika 1a (si terbunuh) dan kaum yang memusuhimu, padahal ia
maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya vang
Dan jika 1a (si terbunuh) dari kaum (kafir) vang ada perjanjian
) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)
‘messavar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa vang tidak
- memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
Sermarut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha

Mengstahui lagi Maha Bijaksana (Sura 4:92),

Ayat-avat ini berkaitan dengan vang darah dan untuk menchus orang
seng telah dicederai, dimana orang yang mengakibatkan cedera itu harus
membayar kepada keluarga untuk cedera yang tidak disengaja atau kematian
vang tidak disengaja (§ 295). Dalam beberapa kasus. bahkan pembunuhan
stau cedera yang lidak disengaju, retribusi dapat dilakukan dalam bentuk vang
dargh, jika keluarga dari si terbunuh atau orang yang cedera itu

menyepakatinya secara tertulis. Tetapi seandainya seorang lajang anggota
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mu ndak setuju, kesepakatan itu sia-sia dan tindak retribusi harus
{§ 257).

Jemizh uang darah vang harus dibayarkan untuk seorang pria dewasa
Se kelompok Sunni dan syah. jumlah yang harus dibayarkan adalah

s bentkut:

100 unta yang sehat dan tidak belang dan yang cukup diberi makan atau

200 sapi yang sehat dan tidak bercacat vang cukup diberi makan,

1000 domba yang sehat dan tidak bercacat,

200 jubah Yaman yang sempurna;

1000 dinar otentik, masing-masing seberat 3.6 gram emas (§ 297).

Uang darah bapi seorang wanita dalam kasus pembunuhan vang

Ssengaja adalah separuh dari uang darah untuk pria (§ 300.

uang darah yang harus dibayar

Jumlah penuh yang harus dibayarkan jika tejadi kasus-kasus seperti
Senkut ni: Jika rambut atau janggut dicukur/dicabut sedemikian rupa
schingga tidak dapat tumbuh kembali (§ 368): Jika kedua mata vang sehat
seseorang “dihancurkan” (§ 375); Jika hidung atau lubang hidung seseorang
dipotong (§ 380); Jika kedua telinga dipotong (§ 386); Jika bibir atau lidah

vang schat dipotong (§ 391 dan 396); Jika satu gigi dicabut atau bagian yang
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dipatahkan (§ 408 dan 410) (misalnya dalam kecelakaan lalu lintas)
Jeter sescorang menjadi bengkok akibat cedera (§ 412); Jika rahang
dipatahkan (§ 415);

Jika kedua tangan diamputasi mulai dan pergelangan tanpa alasan (§
Jika seseorang kehilangan kesepuluh jari tangannya atau kesepuluh jari
sa dalam sebuah kecelakaan (§ 424); Jika tulang belakang cedera dan
. menjadi lumpuh (§ 430 dan 432) Jika kedua testikel dipotong pada
bersamaan (§ 435); Jika kedua tulang belikat dipatahkan (§ 438); Jika
pemcengaran kedua telinga (§ 449), penglihatan kedua mata (§ 457) dan indra

pemciuman dihancurkan (§ 462).

Berbagai cedera vang disebutkan di atas yang terjadi pada scorang
wamita menuntut separuh pembayaran uang darah dari jumlah vang darah
wang harus dibayarkan untuk seorang pria Muslim yvang sehat (§ 301) Jika
wrang vang terluka adalah seorang Kristen atau Yahudi, maka hanya 33% dari

sumlah penuh yang harus dibayarkan.

kasus khusus

Sepertiga dart uang darah harus dibayarkan: Jika jangeul seseorang
tdak tumbuh kembali oleh karena tindak perawatan medis atau cedera (§
368¢c). Separuh dan uvang darah harus dibavarkan jika kelopak mata bagian
bawah (karena kecelakaan atau perawatan medis) harus diangkat. Sepertiga

harus dibavarkan untuk kelopak mata bagian atas (§ 379).
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282, untuk pemotongan wung hdung, separuh uang darah harus

seperiima dan nilan tulang tu (§ 442).

ckor Unta, Untuk luka yang dalam — tiga ekor Unta;

Untuk luka yang sampai ke tulang — empat ekor Unta;

Untuk luka sampai ke daging dan tulang — lima ckor unta;

adanva luka — sepuluh ekor Unta;

(misalnya keseleo) — limabelas Unta:
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Jika satu lubang hidung dirusak, sepertiga uang darah harus dibayarkan

Sbwvarkan (§ 385) Jika cuping telinga dipotonyg, sepertiga dari jumlah penuh
Swrus dibavarkan untuk satu cuping telinga, sekalipun orang yang cedera itu
s menyambungkannya kembali (§ 287 dan 388). Jika gigi susu seorang
ek dirontokkan sehingga gigi permanen tidak tumbuh, jumlah penuh uvang
Ser2h harus dibayarkan. Tapi jika gigi permanen/dewasa tumbuh maka uang
Serah untuk gigi susu yang tanggal adalah satu ekor unta (§ 409). Jika tulang

‘engzan atau kaki dipatahkan, uang darah yang harus dibayarkan adalah

Pembayaran-pembavaran berikut harus dilakukan untuk cedera di
wepala atau wajah: Untuk luka pores yvang tidak berdarah — seekor Unta;

Untuk luka gores vang menyebabkan kerusakan minor pada daging — dua

Untuk tindakan mematahkan ujung tulang sekalipun tidak terlihat

Untuk cedera yang hanya bisa ditangani dengan meluruskan tulang



Umeuk cedera di kepala yang mencapai tengkorak — sepertiga uang

33 unta,

Utk cedera di perut, dada, punggung atau samping oleh karena suatu
~ sepertiga dari jumlah penuh; Jika benda yang menvebabkan cedera
dan keluar dani bagian yang lain, dua per tiga dari jumlah penuh
@bayarkan. Ini termasuk peluru senjata (§ 482); Jika janin dibunuh,
penuh uang darah harus dibayarkan untuk janin laki-laki; separuh
janin perempuan dan seperempat untuk hermaphrodit (§ 487/6). Jika
wanita menggugurkan kandungannya dan janinnya mati atau gugur,
membayar uang darah kepada avah janin itu berdasarkan tahap

esiembangan janin, tapi ia sendiri tidak menerima uang cedera (§ 489),

Daflar cedera dan kerusakan dapat dibaca secara terperinci dalam
Swtum kriminal Iran. Orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas,
menverang sescorang secara [isik ketika sedang bertengkar, tindakan
A=sengajaan, harus membayar sejumlah besar uang darah. Jika pembavaran
= ndak dilakukan, retribusi akan dilaksanakan, yang tidak boleh melebihi

whuran luka yang pertama, rasa sakimya dan konsekuensinya.
Hukuman untuk minum minuman yang memabukkan

Dalam Qur'an ada pengembangan spesial berkenaan dengan hukum
knminal untuk minum anggur, Muhammad secara tegas melarang minum
anggur jenis apapun: Hal orang-orang yang beriman, sesunggulnya
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) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka

perbuatan-perbuatan  itu agar kamu mendapat keuntungan
Sesesgzuhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
Wetencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
memghalangt kamu dan mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah
L) dani mengerjakan pekerjaan itu) (Sura 5:90-91).

Hukuman untuk minum-minum sama bagi pria dan wanita, 80 kali
cumbukan. Non-Muslim hanya dihukum 80 cambukan apabila mereka minum
mesuman  yang memabukkan di depan umum. Hukum cambuk baru
&iaksanakan apabila si peminum sudah sadar dari mabuknya Barangsiapa
veng telah berulangkali dihukum karena minum-minum harus dibunuh
setelah hukuman yang ketiga kalinya, Tapi jika si peminum menunjukkan
pemyesalan karena minum alkohol sebelum para saksi mata bersaksi
serhadapnya, 1a tidak ekan dicambuk.

% Hekuman karena meninggalkan Islam

Qur'an tidak memberikan pernyataan yang jelas mengenai hukuman
hagl seorang Muslim yang meninggalkan Islam. Kelompok Hanbali mengutip
7 ayat Qur'an untuk mendukung hukum mereka, golongan Salafiah hanya
mengkategorikannya sebagai saru, Ini berarti bahwa dasar hukum Qur’an

untuk menghukum seorang yang murtad itu lemah.
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definisi Qur’an untuk meninggalkan iman:

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir,
messia itu mendapat loknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
Whemeia kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka
s 5k (pula) mereka diberi tangguh (Sura 2:161-162), Barangsiapa vang
mestad di antara kamu dar agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka
mmercka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka
wwizh penghumi neraka, mereka kekal di dalamnya (Sura 2:217¢). Orang-
wreng terientu yang berpaling dan memerangi Muhammad telah dihukum di
“xizm hidup di dunia i1 (Sura 9:66). Qur'an sama sekali tidak menyatakan
*mhwa orang yang berpaling dari Tslam harus diadili, dihukum dan

@eksekusi! Tidak ada dasar legal untuk hukuman seperti itu di dalam Qur’an.

kuman dan eksekusi orang yang meninggalkan Islam

Orang yang berpaling dari Islam, menyesali perbuatannya dan
mengakul pengakuan iman Islam harus segera dibebaskan. Jika ia, sebagai
orang dewasa yang bertanggung-jawab. tetap pada pendiriannva, ia harus
dipenggal oleh negara. Tetapi orang yang didiagnosa mengalami gangguan
emosi tidak dapat dihukum. Anak-anak orang yang murtad diberikan kepada
1bu mereka yang Muslim setelah orang yvang murtad itu dihukum. Wanita itu
juga berhak menceraikan suaminya yang murtad. Penghukuman seorang yang
muriad atau orang munafik menjadikan amal baik mereka tidak sah dalam

kckekalan. Orang-orang Muslim yang murtad hanya dapat mengharapkan
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kekal dan penderitaan pada hari penghakiman terakhir. Perbuatan

ssapun vang pernah dilakukannya untuk Allah, Islam atau diri sendin

menjadi sia-sia oleh karena kemurtadan mereka. Mercka dihitung
etmes kavu api di dalam neraka, Jika seorang yang murtad mengakui Islam
sebeium cksckusinya dilaksanakan, ia harus mengulangi ibadah haji ke
Mleiicah

n untuk wanita Muslim yang meninggalkan Islam

Kelompok Malikiah, Salafiah dan Hanbali berpendapat bahwa seorang
wasita Muslim atau gadis Muslim, apakah ia orang merdeka atau budak, yang
@emgan tanpa terpaksa menyangkali Islam, harus diperlakukan seperti pria
Moshim  vang meninggalkan Islam.  Jika ia tidak bertobat setelah
memikirkannya selama tiga hari dan tidak kembali kepada Islam, ia harus
&penggal dan kehilangan hak warisnya. Muhammad melarang pembunuhan
wanita dan anak-anak. Namun ia harus dikurung dan diberikan 39 cambukan
setiap hari hingga ia kembali kepada Islam. la tidak mempunyai pilihan lain
sclan dengan segera mengakui Islam atau tidak diberi makan dan minum,
dan dicambuk sampai mati. Ta akan dihancurkan dan dikembalikan kepada
islam dengan sukarela atau dengan paksaan. Di negara-negara Islam liberal,
scorang wanita Muslim yang murtad akan diceraikan oleh suaminya dan
dibuang tanpa mendapatkan sokongan apapun. Anak-anaknya menjadi milik

suaminya.



untuk seorang ansk yang murtad

Scorang yang masih di bawah umur dapat dianggap schagai orang
st oleh karena Ali b. Abi Talib diumumkan sebagai seorang Muslim
et Muhammad ketika ia berusia 5 tahun. Kelompok Hanafiah mengatakan
Swhwe seorang anak vang meninggalkan Islam tidak boleh dibunuh,
metmnkan harus dipaksa untok kembali memeluk Islam. Segera setelah ia
mencapal kematangan fisik dan kerohanian dan masih berkeras dengan
semurtadannya, 1a harus dikurung. Barangsiapa dilahirkan sebapai scorang

Mushim tetaplah Muslim selamanvya,
terhadap orang munafik (zandaga)

Seorang non-Muslim yang berpakaian, berbicara dan bersikap seperti
or=ng Muslim, tetapi hanya melakukannyva sebagai sarana untuk berbisnis
atau sebagal upaya penjangkauan dalam penginjilan, namun tidak mevakini
‘slam dalam hatinya, harus segera dibunuh, la tidak perlu diberi wakiu untuk
Seriobat dan sadar kembali. Kesempatannya hanyalah segera menerima Islam
seutuhnya dan menolak agamanya yang terdahulu untuk selamanya Jika
fidak demikian, ia skan dibunuh. Para penginjil kontekstualisasi disebut
schagal “serigala-serigala Kristen yang berpakaian domba Muslim”, vang
menipu orang-orang Muslim yang tidak tahu apa-apa. Secara eksplisit Qur'an
menyatakan bahwa membawa orang untuk berpaling dari Islam adalah Iebih

buruk daripada pembunuhan (Surat 2:191, 193, 217; 8:39. d1l).
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